
 
 

 
 

 
 

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR 
KABUPATEN ROKAN HULU 

 

PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR 
NOMOR 1 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR, 

 

Menimbang :  a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara 

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran masyarakat Desa;  

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu 

dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 

Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Republik    Indonesia    Nomor 53 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan 

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4880); 



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6573); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan   Pemerintah   Nomor  11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Mil ik Desa  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 260); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014,  Nomor 2091); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014,  Nomor 1037); 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019,  Nomor 

1455); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019,  Nomor 1203); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020,  Nomor 

1633); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021,  Nomor 961); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa 

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021,  Nomor 252); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/2PMK/.07/2021 

tentang Pengelolaan Dana Desa  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020,  Nomor 1424); 

17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah 

Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau 

Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 

2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari 

Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah 

Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2016 Nomor 3); 

19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan 



Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 

Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 

37); 

20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten 

Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 

Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2018 Nomor 6); 

21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59); 

22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 

32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33; 

23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf 

Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, 

Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52); 

24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 

Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintah Desa  di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26); 

25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 

Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja 

Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 



Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 

Nomor 27); 

26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 

Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 

56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Bupati 

Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 Nomor 5); 

27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60); 

28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 

Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu 

(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 

61); 

29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Kerjasama Desa  (Berita Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 35); 

30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang 

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada 

Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

Nomor 3); 

31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa dan Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 Nomor 4); 

32. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDesa) Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Rambah 

Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5); 

33. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 9 Tahun 2021 

tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 

2022 (Lembaran Desa Pasir Baru Tahun 2021 Nomor 9); 

34. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Desa Rambah 

Tengah Hilir Tahun 2022 (Lembaran Desa Rambah Tengah 

Hilir Tahun 2021 Nomor 12); 



35. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 2 Tahun 2022 

tentang tentang Sumber Sumber dan Penggunaan 

Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Rambah 

Tengah Hilir Tahun 2022 Nomor 2); 

36. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Kewenangan  Desa  berdasarkan  hak asal-usul  dan  

Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa (Lembaran Desa 

Rambah Tengah Hilir Tahun 2021 Nomor 5); 

37. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 3 Tahun 2022 

tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir 

Tahun 2022 Nomor 3); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR 

dan 
KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAMBAH 
TENGAH HILIR TAHUN ANGGARAN 2022 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rambah Tengah Hilir 

Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut: 

 

A. Pendapatan Desa :     Rp. 1.790.364.829,00 

B. Belanja Desa Terdiri dari : 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  Rp.   703.414.602,00 

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  Rp.   374.284.000,00 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp.     28.089.000,00 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Rp.   298.130.000,00 

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak 

Desa                                                                   Rp.   338.800.000,00 

 

Jumlah Belanja Desa  Rp. 1.767.071.601,40 

 

Surplus/Defisit  Rp.      (2.352.773,00) 

 

C. Pembiayaan Desa  

1. Penerimaan Pembiayaan  Rp.       2.352.773,00 

2. Pengeluaran Pembiayaan  Rp.       0,00 

 Pembiayan  (1-2)      Rp.                  0,00 

 



 SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN    Rp.                    0,00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 

Peraturan Desa ini yang terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi APBDesa; 

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa; 

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan  program  

           lainnya yang masuk ke Desa. 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 
Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris 
Desa. 

 
  Ditetapkan di Boncah Tagonang 

  pada tanggal    Jumadil Akhir 1444 H 
                        Januari 2023 M 

 
KEPALA DESA 
RAMBAH TENGAH HILIR, 

 
 

 
 

RUDI HARTONO  
 

Diundangkan di Boncah Tagonang 
pada tanggal      Jumadil Akhir 1444 H 
                     Januari 2023 M 

 
SEKRETARIS DESA 

RAMBAH TENGAH HILIR 
 

  
 
 

WAHYU BUDIMAN 
LEMBARAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TAHUN 2023 NOMOR .... 


